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BAB 4 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan Surat Kuasa Menjual sebagai dasar dari tindakan eksekusi 

objek jaminan yang dimiliki oleh Kreditur memiliki banyak kekurangan. 

Pelaksanaannya tidak diatur secara pasti, karena tidak pasti maka akan 

muncul berbagai penafsiran-penafsiran terhadap pelaksanaan eksekusi 

tersebut. Penafsiran yang berbeda-beda karena dasar aturan yang tidak ada 

dalam pelaksanaan akan dapat menimbulkan perkara sengketa diantara para 

pihak. Perkara sengketa menciptakan proses eksekusi menjadi lambat 

bahkan tujuan dari surat kuasa menjual yang mengharapkan dapat dilakukan 

eksekusi objek jaminan dengan cepat terhambat dengan adanya perkara 

sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidakpastian hukum dalam 

pelaksanaan eksekusi objek jaminan berdasarkan surat kuasa menjual . 

Ketidakpastian hukum yang terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi 

kreditur dan debitur, karena permasalahan di antara kedua belah pihak tidak 

dengan cepat dapat diselesaikan. 
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Surat Kuasa Menjual Notaril yang dilakukan atau dibuat pada saat perjanjian 

kredit dilakukan oleh Debitur dan Kreditur (Bank) berdasarkan Undang 

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan di waktu 

2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan di waktu 

yang bersamaan juga dibuat Akta Perjanjian Hak Tanggungan dari Debitur 

kepada Kreditur (Bank) berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 

Tentang Hak Tanggungan tidak dapat dilaksanakan. Karena Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan tidak mengizinkannya ada 

perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan proses pelaksanaan eksekusi 

yang ditentukan oleh peraturan tersebut. Kesepakatan yang dapat dilakukan 

oleh Debitur dan Kreditur untuk mencapai keuntungan yang lebih tinggi 

hanya dapat dilaksanakan setelah di daftarkan ke kantor pelelangan umum dan 

diumumkan di surat kabar setelah satu bulan. Setiap perjanjian yang 

melanggar pengaturan dalam Undang Undang Hak Tanggungan yang 

dimaksud akan menjadi batal demi hukum. Jadi pemberlakuan surat kuasa 

menjual yang dilakukan pada saat perjanjian kredit dan akta perjanjian hak 

tanggungan dibuat akan menjadi batal demi hukum karena tidak sesuai 

dengan persyaratan yang telah ditentukan. Adapun alasan lain dari tidak dapat 

dilakukannya surat kuasa menjual berdasarkan adanya perjanjian kredit 

karena konflik kepentingan dan ketertekanan unsur ekonomi ada dalam situasi 

tersebut.  
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3. Pemberlakuan Surat Kuasa Menjual dalam sebuah perjanjian kredit 

menimbulkan berbagai penafsiran pelaksanaan eksekusi obyek jaminan 

yang berbeda-beda. Aspek kepastian hukum dalam pelaksanaan suatu 

tindakan tertentu dalam eksekusi obyek jaminan tidak terpenuhi. 

Pelaksanaan eksekusi menjadi tidak jelas dilakukan dengan cara atau proses 

prosedur yang seperti apa. Karena pelaksanaan dari surat kuasa menjual 

tersebut tidak ditentukan secara pasti. Apabila pelaksanaan eksekusi 

menjadi tidak jelas, maka kemungkinan persoalan sengketa di pengadilan 

akan meningkat dan kepercayaan masyarakat untuk membeli obyek jaminan 

akan terus menurun yang berakibat dari sulitnya pencairan obyek jaminan 

dalam pelaksanaan dari fungsi bank itu sendiri sebagai kreditur. 

 

4.2.Saran 

1. Pelaksanaan dari surat kuasa menjual perlu dilakukan pengkajian dan 

pengaturan yang lebih komprehensif, kemudian penyesuaian dengan 

peraturan lainnya yang berlaku, agar tidak terjadi tumpang tindih dan 

pelaksanaan akan dapat dilaksanakan dengan lebih pasti. Pengaturan 

mengenai jaminan terhadap tanah dan bangunan dilaksanakan berdasarkan 

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, 

kepercayaan dan kepastian dalam pelaksanaannya juga sudah dapat 

dipastikan. Jadi, seyogianya bank atau kreditur tidak menggunakan surat 
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kuasa menjual dalam melakukan eksekusi objek jaminan sebagai dasar 

tindakaannya. 

2. Kedudukan surat kuasa menjual yang dilakukan oleh bank sebagai kreditur 

pada saat perjanjian kredit dilakukan dengan tujuan sebagai dasar untuk 

mengeksekusi objek jaminan dan di waktu yang bersamaan juga adanya 

hak tanggungan sebagai dasar mengeksekusi objek jaminan juga memiliki 

kendala, sebab surat kuasa menjual tersebut bertentangan dengan peraturan 

di dalam hak tanggungan dan malah menciptakan ketidakpastian hukum 

dalam mengeksekusi objek jaminan. Jadi, seyogianya bank atau kreditur 

tidak menerapkan surat kuasa menjual pada saat perjanjian kredit dilakukan 

3. Kreditur atau bank tidak membuat surat kuasa menjual pada saat perjanjian 

kredit dilakukan dengan debitur. Supaya kepastian hukum dalam 

pelaksanaan eksekusi objek jaminan dapat dilakukan dengan pasti sesuai 

dengan peraturan yang berlaku, jangan sampai pelaksanaan eksekusi 

terhadap objek jaminan menjadi tidak pasti dan tidak dapat dilakukan, 

karena bertentangan dengan peraturan tentang hak tanggungan yang pada 

saat perjanjian kredit dilakukan juga pembuatan hak tanggungan. Adanya 

pertentangan tersebut membuat ketidakpastian hukum dan menimbulkan 

masalah dalam eksekusi objek jaminan. Apabila kreditur hendak membuat 

surat kuasa menjual, maka kreditur tidak boleh membuat hak tanggungan 

juga. 
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